BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.455, 2009 DEPARTEMEN KEUANGAN. Ganti Rugi.
Bendahara

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 193/PMK.01/2009
TENTANG
PEDOMAN PENY ELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA
TERHADAP BENDAHARA DI LINGKUNGAN
DEPARTEMEN KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Badan
Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata
Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap
Bendahara, perlu mengganti Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 509/KMK.01/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Penyelesaian Kerugian Negara Kekurangan Perbendaharaan
di Lingkungan Departemen Keuangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
daam huruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri
Keuangan tentang Pedoman Penyelesaian Ganti Kerugian
Negara Terhadap Bendahara di Lingkungan Departemen
Keuangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);
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M enetapkan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun
2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian
Negara Terhadap Bendahara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 147);

Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG
PEDOMAN PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN
NEGARA TERHADAP BENDAHARA DI LINGKUNGAN
DEPARTEMEN KEUANGAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud
dengan:

1.

Bendahara adalah setiap orang yang diberi tugas untuk
dan aas nama negara, menerima, menyimpan dan
membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau
barang-barang negara.

Tim Penyelesaian Kerugian Negara, yang selanjutnya
disingkat TPKN, adalah tim yang menangani penyelesaian
kerugian negara yang diangkat oleh Menteri Keuangan.

Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga,
dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat
perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak, yang
selanjutnya disingkat SKTJM, adalah surat keterangan

yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa
yang bersangkutan bertanggung jawab atas kerugian



10.

11.

12.
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negara yang terjadi dan bersedia mengganti kerugian
negara dimaksud.

Surat Keputusan Pembebanan Sementara adalah surat
keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan
tentang pembebanan penggantian sementara atas kerugian
negara sebagal dasar untuk melaksanakan sita jaminan.

Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu, yang selanjutnya
disebut SK-PBW, adalah surat keputusan yang dikeluarkan
oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentang pemberian
kesempatan kepada Bendahara untuk menggukan
keberatan atau pembelaan diri atas tuntutan penggantian
kerugian negara.

Surat Keputusan Pencatatan adalah surat keputusan yang
dikeluarkan olen Badan Pemeriksa Keuangan tentang
proses penuntutan kasus kerugian negara untuk sementara
tidak dapat dilanjutkan.

Surat Keputusan Pembebanan adalah surat keputusan yang
dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang
mempunyai  kekuatan hukum final tentang pembebanan
penggantian kerugian negara terhadap Bendahara.

Surat Keputusan Pembebasan adalah surat keputusan
yang dikeluarkan olen Badan Pemeriksa Keuangan
tentang pembebasan Bendahara dari kewajiban untuk
mengganti kerugian negara karena tidak ada unsur
perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Penghapusan Kekurangan Uang adalah rangkaian kegiatan
dan usaha untuk menghapuskan dari perhitungan
Bendahara uang yang dicuri, digelapkan atau hilang di luar
kesalahan/kelalaian Bendahara bersangkutan.

Persetujuan  penghapusan kekurangan uang dari
perhitungan Bendahara, adalah suatu persetujuan yang
diberikan oleh Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal
Perbendaharaan, untuk menghapuskan uang yang dicuri,
digelapkan, atau hilang di  luar kesalahan/kelalaian
Bendahara.

Peniadaan selisih antara saldo buku dan saldo kas adalah
rangkaian kegiatan dan usaha untuk meniadakan selisih
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13.

14.

antara saldo buku dan saldo kas yang tidak segera dapat
ditutup pada Bendahara (Bendahara pengganti) yang
terjadi karena kesalahan/kelalaian Bendahara.

Persetujuan Peniadaan Selisih antara saldo buku dan saldo
kas adalah suatu persetujuan yang diberikan oleh Menteri
Keuangan c.q Direktur Jenderal Perbendaharaan, untuk
meniadakan selisih antara saldo buku dan saldo kas dari
administras Bendahara.

Kepala Kantor/Satuan Kerja adalah Pimpinan unit eselon
l/lunit eselon Il pada tingkat pusat, Instans vertikal
dan/atau unit pelaksana teknis di lingkungan Departemen
Keuangan, yang mengelola keuangan.

Pasal 2

Peraturan Menteri Keuangan ini sebagai pedoman dalam
menyelesaikan ganti kerugian negara terhadap Bendahara di
lingkungan Departemen Keuangan.

(1)

Pasal 3
Informasi tentang kerugian negara dapat diketahui dari
hasil:
a. pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
b. pengawasan aparat pengawasan fungsional;

C. pengawasan dan/atau pemberitahuan atasan langsung
Bendahara atau Kepala Kantor/Satuan Kerja;

d. perhitungan ex-officio.

(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan

(1)

(2)
3)

sebagal dasar bagi Kepala Kantor/Satuan Kerja dalam
melakukan tindak lanjut ganti kerugian negara.

Pasal 4

Untuk menyelesaikan ganti kerugian negara terhadap
Bendahara di lingkungan Departemen Keuangan,
Menteri Keuangan membentuk TPKN.

Kewenangan untuk membentuk TPKN dilimpahkan
kepada Sekretaris Jenderal.

Pembentukan TPKN ditetapkan dengan Keputusan
Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Sekretaris



(4)

(5)

(1)
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Jenderal Departemen Keuangan atas nama Menteri
Keuangan.

Tim Penyelesaian Kerugian Negara bertugas membantu
Menteri Keuangan dalam memproses penyelesaian
kerugian negara terhadap  Bendahara  yang
pembebanannya akan ditetapkan olen Badan Pemeriksa
Keuangan.

Daam rangka melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), TPKN menyelenggarakan
fungs untuk:

a. menginventarisasl kasus kerugian negara Yyang
diterima;
b. menghitung jumlah kerugian negara;

c. mengumpulkan dan melakukan verifikas bukti-bukti
pendukung bahwa Bendahara telah melakukan
perbuatan melawan hukum baik senggja maupun lalai
sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian negara;

d. menginventarisasi harta kekayaan milik Bendahara
yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian
kerugian negara;

e. menyelesaikan kerugian negara melalui SKTJM;

f. memberikan pertimbangan kepada Menteri Keuangan
tentang kerugian negara sebagai bahan pengambilan
keputusan dalam menetapkan pembebanan sementara;

g. menatausahakan penyelesaian kerugian negara; dan

h. menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian
kerugian negara kepada Menteri Keuangan dengan
tembusan disampaikan kepada Badan Pemeriksa
Keuangan.

Pasal 5

Apabila dipandang perlu, Kepala Kantor/Satuan Kerja
dapat membentuk Tim Ad Hoc untuk menyelesaikan
kerugian negara yang terjadi pada kantor/satuan kerja
yang bersangkutan.



